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ABSTRAK

Pengaturan mengenai hak recall terhadap anggota DPR di
Indonesia hingga saat ini masih menempatkan partai politik sebagai
pemegang kewenangan utama dalam mekanisme Pergantian Antar
Waktu (PAW). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
yang memberikan hak kepada partai politik untuk mengajukan usul
pemberhentian anggota DPR. Mekanisme recall lebih banyak
digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian internal
partal politik dibandingkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban
politik kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Kondisi tersebut
berpotens: menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kedaulatan
rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara kritis keberadaan hak recall dalam perspektif
kedaulatan rakyat dan merumuskan formula hak recall dalam
perspektif Siyasah Dustiriyyah.

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang
bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
Selanjutnya, seluruh data dianalisis secaradeskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik content analysis untuk mengkaji, menafsirkan,
dan menarik kesimpulan terhadap permasal ahan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, mekanisme
recall anggota DPR di Indonesia masih menempatkan partai politik
sebagai pihak yang dominan sebagaimanadiatur dalam Pasal 239 UU
MD3, sehinggalebih mencerminkan party recall daripada constituent
recall. Kondis tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
kedaulatan rakyat karena konstituen sebagai pemberi mandat belum
memiliki ruang yang memadai dalam proses pencabutan mandat,
sehingga berpotens menggeser pertanggungjawaban anggota DPR
dari rakyat kepada partai politik, hak recall tetap diperlukan sebagai



instrumen pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota DPR.
Kedua, formula recall dalam perspektif Siyasah Dustiriyyah tidak
diarahkan untuk menghapus kewenangan partai politik, tetapi
membangun pembagian kewenangan yang seimbang, yaitu partai
politik menginisiasi proses recall, mekanisme hukum melakukan
pengujian, dan rakyat menentukan pencabutan mandat melalui
pemungutan suara. Formula tersebut dinilai lebih mencerminkan
kedaulatan rakyat serta mampu mewujudkan kemaslahatan berupa
pengawasan dan akuntabilitas politik sekaligus mencegah mafsadah
berupa penyalahgunaan kewenangan, dominasi elite partai, dan
pengabaian terhadap kehendak rakyat.

Kata Kunci: Recal, DPR, Kedaulatan Rakyat, Siyasah Dustiiriyyah.



ABSTRACT

Regulations regarding the right to recall members of the
House of Representatives (DPR) in Indonesia continue to place
political parties as the primary authority in the Interim Replacement
(PAW) mechanism. These provisions are set forth in Law No. 17 of
2014 on the People’s Consultative Assembly (MPR), the House of
Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD),
and Regional People’s Representative Councils (DPRD); Law No. 7
of 2017 on General Elections; and Law No. 2 of 2011 on Political
Parties, which grant political partiestheright to propose the removal
of DPR members. The recall mechanism is more frequently used as
an instrument of internal oversight and control within political parties
rather than as a mechanism for political accountability to the people
as the grantors of the mandate. This situation has the potential to
create a conflict with the principle of popular sovereignty as affirmed
in Article 1, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on these
issues, this study aims to critically examine the existence of the right
of recall from the perspective of popular sovereignty and to formulate
a framework for the right of recall from the perspective of Siyasah
Dustariyyah.

This study employs a normative legal research method,
applying both the statutory approach and the conceptual approach.
Resear ch data were obtained through a literature review drawing on
primary and secondary legal sources. Subsequently, all data were
analyzed using qualitative descriptive methods, specifically content
analysis, to examine, interpret, and draw conclusions regarding the
legal issues under study.

The research findings indicate that: First, the mechanism for
recalling members of the House of Representatives (DPR) in
Indonesia still positions political parties as the dominant party, as
stipulated in Article 239 of the MD3 Law, thus reflecting “party
recall” rather than “constituent recall.” This situation does not yet
fully reflect the principle of popular sovereignty because constituents,
as the grantors of the mandate, do not yet have sufficient say in the
process of revoking that mandate; consequently, there is a risk that
the accountability of DPR members may shift from the people to



political parties. The right of recall remains necessary as an
instrument of over sight and accountability for DPR members. Second,
therecall mechanismfroma constitutional perspectiveisnot intended
to eliminate the authority of political parties, but rather to establish a
balanced distribution of authority: political partiesinitiate the recall
process, legal mechanisms conduct the review, and the people
deter mine the revocation of the mandate through a vote. Thisformula
is considered to better reflect the sovereignty of the people and is
capable of realizing the public interest in the form of political
oversight and accountability, while simultaneously preventing harm
in the form of abuse of authority, domination by party elites, and
disregard for the will of the people.

Keywords: Recall, House of Representatives, People’s Sovereignty,
Syasah Dustiriyyah
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan institusi
yang mewakili kepentingan rakyat dan keberadaannya
menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan
kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara.l
Setelah diberlakukannya perubahan terhadap UUD 1945
menegaskan fungsi legislasi, penganggaran, dan
pengawasan sebagai wujud Sebagai pengeawantahan
prinsip bahwa kedaulatan tertinggi dimiliki oleh rakya
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
1945 Sebagai representasi rakyat, anggota DPR
memegang mandat politik yang bersumber dari pemilih
dan memperjuangkan kepentingan konstituen, serta

memastikan kebijakan lembaga legidatif sgaan dengan

1 Jimly Asshiddigie, Pengantar |lmu Hukum Tata Negara (Jakarta:
Rajawali Pers, 2006), him 72.



tujuan negara.? Oleh karena itu, kualitas kinerja anggota
DPR seharusnya dinilai dari sgjauh mana mereka
memenuhi mandat rakyat, bukan loyalitas terhadap
kepentingan internal parpol.

Sistem perwakilan di Indonesia dibangun atas
hubungan yang erat antara anggota DPR, pemilih sebagai
pemegang kedaulatan, Struktur tersebut menunjukkan
kuatnya dominasi partai politik sebagal peserta pemilu,
struktur internal yang hierarkis, serta proses rekrutmen
politik yang terpusat, sehingga karier legislator sangat
bergantung pada kendali partai. Dominasi tersebut
semakin terlihat dalam mekanisme Pergantian Antar
Waktu (PAW),® yang dalam praktiknya menjadi sarana
bagi partai untuk menarik kembali anggotanya dari
lembaga legidatif. Hak ini dikenal secara luas sebagai

“hak recall”.

2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar |Imu Palitik, (Jakarta: Gramedia,
2018), him. 158.

3 Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A’an Efendi,
‘Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan
Mahkamah Pemilihan Umum’, Jurnal Konstitusi, 18.3 (2022), him. 562.



Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara
eksplisit mengenal hak recall atau mekanisme PAW,
namun pengaturan tersebut diserahkan kepada undang-
undang; Pengaturan mengena kewenangan partai politik
dalam pemberhentian anggota legidatif mekanisme
tersebut memperoleh dasar hukum melalui berbagai
regulasi yang berlaku. UU No. 2/2011 tentang Parpol
memberikan hak kepada partai politik untuk mengajukan
usul pemberhentian anggota legidlatif yang berasal dari
partainya. Selanjutnya, UU No0.7/2017 tentang Pemilu
mengatur bahwa keanggotaan DPR dapat berakhir
melalui PAW apabila anggota yang bersangkutan
meninggal dunia, secara sukarela mengundurkan diri,
atau diberhentikan atas dasar keputusan partai politik
sebagal pengusungnya. Ketentuan tersebut kemudian
dipertegas kembali dalam UU No.17/2014 tentang MD3
yang mengatur tata cara serta dasar hukum pemberhentian
anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

beserta perubahannya mengatur bahwa partai politik



menjadi pengusul utama PAW kepada pimpinan DPR,
yang kemudian diteruskan kepada KPU dan disahkan

oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

Pengaturan recall dalam berbagai peraturan
perundang-undangan secara legal-forma menempatkan
parta politik sebagal aktor utama dalam mekanisme
PAW, dengan alur partai - DPR — KPU — Presiden
yang seluruhnya bersifat administratif bagi lembaga
negara selain partai. Meskipun secara teoritis recall
dimaksudkan untuk menjaga disiplin dan konsistensi
kader terhadap kebijakan partai, dalam praktiknya
mekanisme ini justru menjadi instrumen pengendalian
internal yang sering digunakan untuk menekan atau
menyingkirkan anggota DPR yang berbeda pandangan
dengan elite partai.* Akibatnya, loyalitas legidatif lebih

diarahkan kepada struktur partai daripada kepada

4 Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S.
Lowing, ‘Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan’, Lex
Crimen, 1.5 (2022), him. 3.



konstituen, sehingga recall tidak berfungsi sebagai
mekanisme akuntabilitas demokratis, melainkan sebagai
reflekss dominasi kekuasaan partai dalam sistem

perwakilan politik Indonesia

Segjumlah kasus recall mencuat dalam dua dekade
terakhir dan menjadi sorotan publik. Padatahun 2011, dua
anggota DPR dari PKB, yakni Lily Wahid dan Effendy
Choirie, diberhentikan karena dianggap tidak mengikuti
kebijakan partai terkait isu-isu strategis nasional. Kritik
muncul karena pemberhentian tersebut tidak berkaitan
dengan pelanggaran hukum, melainkan hanya perbedaan
pandangan politik. ® Kasus serupa kembali terjadi pada
tahun 2016 ketika PKS mengusulkan pemberhentian
Fahri Hamzah diberhentikan sebagal anggota partai
politik yang menaunginya, yang kemudian berdampak

pada berakhirnya jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR,

5 Lihat Kasus Lily Wahid dan Effendy Choirie di,
https.//www.hukumonline.com/berita/a/dosa-politi k-pkb-pecat-lil y-wahid-
[t4dcOb7a133ad3, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2025.



https://www.hukumonline.com/berita/a/dosa-politik-pkb-pecat-lily-wahid-lt4dc0b7a133ad3
https://www.hukumonline.com/berita/a/dosa-politik-pkb-pecat-lily-wahid-lt4dc0b7a133ad3

ia menolak dan menggugat ke pengadilan. Mahkamah
Agung dalam putusannya menyatakan bahwa
pemberhentian tersebut tidak sah. ® Putusan tersebut
mengindikasikan adanya problem pada tata kelola recall
yang tidak transparan, tidak berbasis standar objektif, dan

sangat dipengaruhi dinamika internal partai.

Berdasarkan laporan Mahkamah Konstitusi dan
data KPU terdapat terdapat sekitar 41 anggota DPR yang
diberhentikan melalui mekanisme PAW pada periode
2015-2024.” Angka ini menunjukkan recall bukan
fenomena insidental, melainkan alat politik yang
digunakan secara konsisten oleh hampir seluruh partai.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme
recall tidak berpihak pada kedaulatan rakyat karena

pertanggungjawaban anggota DPR justru berpindah dari

6 Lihat Kasus Fahri Hamzah di,
https.//www.cakrawarta.com/membaca-kasus-f ahri-hamzah-dari-kacamata-
hukum.html, Dikases Pada Tanggal 04 Oktober 2025.

7 Data perkiraan PAW DPR 2015-2024 dihimpun dari putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi dan laporan KPU


https://www.cakrawarta.com/membaca-kasus-fahri-hamzah-dari-kacamata-hukum.html
https://www.cakrawarta.com/membaca-kasus-fahri-hamzah-dari-kacamata-hukum.html

pemilih kepada ketua umum dan elite partai, menjadikan
rakyat pasif tanpa ruang untuk mengevaluasi atau
mempertahankan wakilnya. Padahal dalam demokrasi
modern, recall seharusnya menjadi instrumen koreks
langsung dari pemilih terhadap wakil yang menyimpang
dari mandat, bukan mekanisme yang sepenuhnyadikuasai
partai. Kondisi ini semakin diperburuk oleh ketiadaan
parameter objektif dalam UU MD3 yang memberi ruang
interpretasi luas bagi partai untuk menentukan alasan
pemberhentian, sehingga menciptakan ketidakpastian
hukum, minim transparansi, dan membuka peluang
penyalahgunaan recall sebagai alat tekanan politik,
konsolidasi kekuasaan internal, maupun sanksi bagi kader

yang dianggap tidak patuh.

Menurut  perspektif — Siyasah  Dustiriyyah,
dominasi partai dalam proses recall tidak sejaan dengan
prinsip al-‘adalah (keadilan), al-amanah (amanah), dan
maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Siyasah

Dustiriyyah menegaskan bahwa otoritas politik



bersumber dari amanah rakyat, sehingga pemimpin atau
wakil harus bertanggung jawab kepada publik, bukan
kepada elite kelompok. Karena itu, pemberhentian wakil
rakyat dalam perspektif Islam seharusnya berbasis pada
pelanggaran  hukum, penyimpangan moral, atau
penghianatan terhadap mandat publik, bukan kepentingan

politik partai.

Ketimpangan antara kedaulatan rakyat dan
kedaulatan partai dalam mekanisme recall inilah yang
menjadi urgensi penelitian ini. Mekanisme recall perlu
dikritisi baik secarayuridis maupun filosofis, agar selaras
dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan
menilai secara kritis dominasi partai dalam recall dan
mengajukan formulasi alternatif berdasarkan nilai-nilai
Siyasah Dusturiyyah yang menempatkan amanah rakyat
sebagal sumber legitimasi wakil di parlemen. Dengan
demikian, kajian mengenai hak recall tidak hanya penting
untuk memahami problem representasi politik di

Indonesia, tetapi juga untuk merancang mekanisme recall



yang benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas bukan
alat politik yang melemahkan suara rakyat.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada berbagai persoalan yang telah
dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masaah
penelitian ini disusun sebagai beriku:

1. Bagaimana keberadaan hak recall dalam perspektif
kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana formula hak recall dalam perspektif
Siyasah Dustiiriyyah?
C. Tujuan Pendlitian
1. Tujuan penelitian
a Untuk mengkritis, menganaisis dan
memahami keberadaan hak recall dalam
perspektif kedaulatan rakyat.
b) Untuk mengkritis, menganalisis dan
memahami formula hak recall dalam
perspektif Siyasah Dustiiriyyah.

2. Kegunaan Penelitian



b)

10

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
terhadap pengembangan ilmu  hukum,
kKhususnya dengan memperkaya kajian dan
referensi dalam bidang Hukum Tata Negara.
Fokus penelitian tentang Eksistensi hak recall
Partai Politik terhadap anggota DPR di
Indonesia

Secara praktis, enelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang bersifat
konstruktif kepada pembentuk undang-
undang sebagai bahan pertimbangan dalam
penyempurnaan pengaturan mengenai  hak
recall anggota DPR dalam UU a quo,
pengaturan hukumnya selaras dengan konsep
kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan

demokrasi  konstitusional dan diharapkan
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dapat memberikan kemanfaatan pada

masyarakat |ndonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Topik tentang recall anggota DPR di Indonesia
telah di bahas dalam beberapatesis, tetapi tidak ada yang
khusus menganalisis reformulass mekanisme recall
Anggota DPR berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat.
Berbagai literatur yang membahas recall di Indonesia
hanya membahas pengaturan recall anggota dewan
perwakilan rakyat hampir seluruhnya. Sehingga penulisan
ini diharapkan dapat mengisi kekosongan, sebab dibahas
reformulas mekanisme recall di Indonesia serta ditelaah
melalui studi perbandingan dengan pengaturan yang

diterapkan di berbagai negara.

Penelitian oleh Saman Fachry, Tesis Magister
Hukum Universitas Indonesia. Fokus dalam pendlitian ini
mengkaji mekanisme pemberhentian dan penggantian
antarwaktu anggota DPR berdasarkan UU No. 27/2009

dan UU No. 2/2008 beserta perubahannya. Penelitian ini
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berfokus pada analisis terkait dengan dasar hukum dan
ruang lingkup kewenangan parta politik dalam
mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang menjadi
dasar pelaksanaan mekanisme (PAW), serta merumuskan
mekanisme pengaturannya yang lebih ideal berdasarkan
prinsip kedaulatan rakyat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Metode yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan
tersebut masih diperdebatkan dan telah diuji di
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa hak
recall partai politik tidak bertentangan dengan demokrasi
perwakilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat
ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemberhentian
antarwaktu dengan ketentuan undang-undang dan prinsip
kedaulatan rakyat.® Berbeda dengan penelitian peneliti,

masih berfokus pada analisis normatif mengenal

8 Salman Fachry, "Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif
Sebagai Bentuk Mekanisme Kontrol Oleh Politik: Recall of Legidative
Member as a Control Mechanism by Political Party." (Tesis Magister
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014).
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implementasi recall dalam hukum positif. Sedangkan
penelitianini tentu berbeda, Kebaruan penelitian ini justru
terletak pada pergeseran perspektif dari sekadar telaah
normatif ke arah reformulasi konseptual recall yang
berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, dalam arti
konsep recall yang menempatkan rakyat sebagai pihak
utamayang berwenang menarik kembali wakilnyakarena

kedaulatan berada di tangan rakyat.

Penelitian oleh Zaina Erwinsyah Tesis UGM,
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji pengaturan
dan penerapan mekanisme recall dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, kesesuaiannya dengan UUD
1945, serta upaya penguatan akuntabilitas partai politik.
emuan penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme
recall telah memiliki legitimasi  yuridis melaui
pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan diperkuat oleh putusan pengadilan, namun
daam praktiknya masih berpotenss menimbulkan

masalah, terutama dalam prosedur internal partai. Oleh
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karena itu, diperlukan penguatan mekanisme
pertanggungjawaban partai politik kepada publik dan
pihak terkait melalui penyempurnaan regulasi recall.®
Berbeda dengan penditian ini, secara spesifik
memfokuskan padareformulasi pengaturan recall dengan
menjadikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar
utama, dalam arti perlu didasarkan pada prinsip
kedaulatan rakyat mengena proses pemberhentian atau
penarikan kembali wakil rakyat lebih merefleksikan
kehendak serta pengawasan masyarakat sebagai pihak
memberikan mandat politik. Sehingga berbeda dari
penelitian normatif murni yang hanya menafsirkan aturan

perundang-undangan.

Karya Aulia Rahman dalam Tesis Magister [Imu
Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini membahas

tentang Pemberhentian antarwaktu recall terhadap

9 Zaina Erwinsyah, "Kaian Yuridis Terhadap Mekanisme
Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota DPR Oleh Partai Politik
Daam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (Tesis Magister Fakultas Hukum
Universitah Gadjah Mada, Y ogyakarta, 2012).



15

anggota DPRD menjadi salah satu kewenangan yang
diberikan kepada partai politik, namun pengaturannya
dalam PP No. 12 Tahun 2018 menimbulkan berbagai
problematika  yuridis dan  konseptual,  seperti
ketidaksinkronan sanksi, dominasi partai dalam prosedur
recall, serta tidak adanya jaminan pemulihan hak.
Mekanisme recal juga dinila belum sepenuhnya
mencerminkan kedaulatan rakyat karenatetap bergantung
pada keputusan partai. recall berfungs sebaga alat
kontrol partai terhadap anggotanya, namun berdampak
pada pembatasan hak politik dan yang berimplikasi
langsung pada keberlangsungan status keanggotaan
DPRD. Oleh karena itu, diperlukan reformulas
pengaturan mengenai mekanisme recall yang lebih
berorientasi pada kedaulatan rakyat melalui peran Badan
Kehormatan dan keputusan rapat paripurna DPRD.©

Penelitian terdahulu, fokus pada hubungan recall dengan

10 Aulia Rahman, "Pengaturan Mekanisme Hak Recal Terhadap
Keanggotan Dewan Pewekilan Rakyat Daerah Daam Sistem
K etatanegaraan Di Indonesia." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Jakarta, 2019).
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dominasi partai politik dan persoalan legalitas recall
dalam hukum positif. Sedangkan penelitian ini, Tidak
hanya mendeskripsikan aturan recall, tetapi mengarahkan
fokus pada reformulasi pengaturan recall yang lebih
menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal
Konstitusi, maksudnya vyaitu penataan kembali
pengaturan recall perlu berlandaskan prinsip kedaulatan
rakyat, sehingga mekanisme penarikan wakil rakyat

selaras dengan ketentuan Konstitusi.

Sulaiman, Tesis ini membahas Pengaturan recall
yang didukung oleh UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 2
Tahun 2018 memperkuat dominasi partai politik dalam
memberhentikan anggota legidlatif, sehingga
menimbulkan perdebatan. Padahal, anggota parlemen
memperoleh mandat konstitusional yang diberikan oleh
rakyat melalui pemilu, bukan dari partai. Temuan
penelitian ini yaitu bahwa hakikat demokras adalah
menempatkan kebijakan politik pada kehendak rakyat.

Untuk memperkuat hubungan wakil rakyat dengan
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konstituen dan meningkatkan akuntabilitas, diperlukan
mekanisme recall berbasis aspirasi publik melalui ruang
deliberatif, bukan semata kehendak partai. Dengan
demikian, pemilih memiliki hak dan peran dalam
mengusulkan pemberhentian atau pergantian wakilnya
sesuai prinsip kedaulatan rakyat.! Sedangkan pada
penelitian, Menekankan problem mendasar berupa
benturan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik
recall berbasis partai, sekaligus mengajukan solusi berupa
reformulas dan Memberikan kebaruan berupa model
reformulas recall yang berbasis pada prinsip kedaul atan
rakyat, dengan menggeser recall dari instrumen kontrol
partai menjadi instrumen akuntabilitas rakyat dan
membahas juga partai politik tidak melakukan recall

terhadap anggota legidlatif.

Karya Ari Subagja, Berdasarkan hasil andlisis,

Undang-Undang M D3 kembali memberikan dasar hukum

X Sulaiman, "Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi
Deliberatif Jurgen Habermas." (Tesis Magister Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,, 2022).
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bagi partai politik untuk melaksanakan mekanisme recall
terhadap anggota DPR, diserta pengaturan yang lebih
jelas mengenai ruang lingkup dan pelaksanaannya
Pemberian kewenangan yang sangat besar kepada partai
politik dalam mekanisme recall perlu dikaji ulang, karena
berpotenss mengurangi  kedaulatan rakyat serta
menimbulkan  distors  terhadap  prinsip-prinsip
demokrasi. Mekanisme recall yang ideal dan benar-benar
mencerminkan aspirasi masyarakat diharapkan mampu
menjaga stabilitas negara melalui kehadiran wakil rakyat
yang bekerja dengan menjunjung tinggi moralitas dan
integritas kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu,
setiap pejabat yang telah dikenai recall akibat tindakan
yang bertentangan dengan nilai-nilai  kebangsaan
seharusnya tidak diperkenankan untuk  kembali
mencalonkan diri dalam pemilihan legiglatif, meskipun

melalui partai politik yang berbeda.'? Penelitian ini

2 Ari Subagja, "Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota
Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Daam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Tesis Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, Y ogyakarta, 2020).
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memiliki kebaruan dibandingkan dengan kajian terdahulu
yang lebih menekankan pada reformulasi pengaturan hak
recall anggota DPR berdasarkan prinsip kedaulatan
rakyat. Studi-studi tersebut umumnya berhenti pada
tataran normatif dengan fokus pada perlunya perubahan
regulasi agar hak recall lebih sesuai dengan semangat
demokrasi. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara
khusus mengkaji urgensi penerapan constituent recall,
yaitu mekanisme penarikan mandat langsung oleh rakyat
sebagal pemilik kedaulatan, tetapi juga menekankan
dimensi praksis berupa keterlibatan konstituen dalam

mengontrol wakilnya di lembaga legidlatif.

Penelitian Rahmawati Yunus dalam Jurnal
Hukum Caraka Justicia menegaskan bahwa Pasal 239
aya (2) UU No.17/2014, kewenangan untuk
mengusulkan pemberhentian anggota DPR melalui
mekanisme recall lebih terkonsentrasi pada partai politik
melalui mekanisme recall. la menunjukkan bahwa

pemberhentian antar waktu dapat terjadi karena
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ketidakhadiran berkelanjutan, pelanggaran sumpah atau
kode etik, hingga hilangnya status keanggotaan partai,
sehingga membuka potensi pergeseran kedaulatan rakyat,
sebab anggota DPR dipilih secara langsung oleh
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dapat
diberhentikan oleh partai. Namun, penelitian tersebut
berfokus pada analisis normatif terhadap implementas
recall dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini
berbeda karena tidak hanya mengkaji norma yang
berlaku, tetapi menawarkan reformulasi konseptua
berbasis prinsip kedaulatan rakyat sebagai kebaruan
(novelty), sehingga bergerak melampaui pendekatan
normatif menuju kritik dan perumusan ulang mekanisme

recall.

Penelitian Muhammad RM Fayasy Failag dalam
Prosiding Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan
Pemilu 2024 mengkaji mekanisme constituent recall bagi
anggota DPD RI. la menyoroti bahwa kajian recall di

Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada DPR,
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sementara pembahasan mengenai DPD relatif terbatas.
Penelitian tersebut menegaskan bahwa recall kerap
dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik
terutamadi DPR sehingga orientasi wakil rakyat bergeser
dari mandat pemilih menuju loyalitas kepada partai.
Dalam konteks DPD, problematikanya berbeda karena
lembaga ini tidak berafiliasi dengan partai, melainkan
dengan daerah pemilihan. Mekanisme recall di DPD
dinilai tidak efektif karena minimnya Kketerlibatan
konstituen daerah dan dominannya penyelesaian internal
DPD dan Badan Kehormatan. Akibatnya, recall di DPD
sgak 2014 tidak berfungs sebagai instrumen
akuntabilitas politik. Berbeda dari penelitian tersebut
yang menitikberatkan pada dinamika recall di DPD,
penelitian ini memfokuskan reformulasi mekanisme
recall dengan menjadikan prinsip kedaulatan rakyat
sebagal dasar utama, sehinggatidak berhenti padaanalisis
normatif, tetapi menawarkan konsep perbaikan yang lebih

substantif.
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Penelitian Indirwan dan Agus Riwanto menelaah
pengaturan recall anggota DPR dalam perspektif prinsip
kedaulatan rakyat. Mereka menunjukkan bahwa sejak
pertama kali diatur dalam UU No. 10 Tahun 1966, Hak
recall pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana kontrol
yang dimiliki partai politik terhadap anggota legidatif
yang diusungnya. Kagjian-kgjian sebelumnya pun
umumnya berfokus pada deskripsi normatif pengaturan
recall dari masa ke masa hingga UU No. 17 Tahun 2014,
sekaligus menyoroti dominasi partai dan problem
legalitas recall dalam hukum positif. Berbeda dari
pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya
menggambarkan aturan recall, tetapi mengarahkan fokus
pada reformulasi mekanisme yang lebih berpijak pada
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan

Konstitusi.

Segjalan dengan itu, penelitian Achmad Zarkasyi
menjelaskan bahwa konsep recall telah hadir sgak era

Orde Baru secara normatif, mekanisme recall dirancang
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sebagai bentuk pengawasan internal partai  politik
terhadap anggota legidlatif yang dinilai tidak lagi sejalan
dengan garis kebijakan maupun keputusan partai, struktur
recall selalu menempatkan parta politik sebagai aktor
sentral. Penelitian terdahulu yang ia ulas banyak
menitikberatkan pada alasan administratif recall seperti
pelanggaran AD/ART partai, absensi, pidana, atau kode
etik namun kurang menggali benturan prinsipil antara
kedaulatan rakyat dan praktik recall berbasis dominas
partai, yang menggeser recall dari instrumen kontrol
partal menjadi instrumen akuntabilitas rakyat.
Selanjutnya, karya Nurlian dan Ismail dalam
Supremas Jurnal Hukum menyoroti persoalan PAW
anggota DPR yang sepenuhnya dikendalikan partai
politik. Mereka mengaitkannya dengan Putusan MK No.
22-24/PUU-V1/2008, mekanisme PAW yang bergantung
pada keputusan partai berpotens mereduksi legitimas
wakil rakyat. Kajian-kgjian sebelumnya memperlihatkan

bahwa pengaturan PAW dalam UU MD3 mash
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menyisakan persoalan mendasar terkait kedaulatan
rakyat. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini
lebih aplikatif karenatidak hanyamengkritik PAW secara
konseptual, tetapi menawarkan aternatif reformulasi
mekanisme PAW dan recall untuk memperkuat posis
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Setelah mengkritis dan mengkaji penelitian-
penelitian sebelumnya, terlihat jelas bahwa kajian
mengenal recall selama ini masih berkutat pada
pendekatan normatif dan cenderung mempertahankan
dominasi partai politik dalam proses pemberhentian
anggota legidatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada
pandangan bahwa recall seharusnya tidak lagi dikuasai
oleh parta politik, melainkan dikembalikan kepada
rakyat sebagai sumber legitimasi utama dalam sistem
demokrasi. Dengan mengedepankan konsep constituent
recall, penelitian ini berkontribusi mengisi celah antara
teori normatif mengenai recall dan kenyataan praktik

politik di Indonesia yang masih didominasi partai. Selain
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itu, penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang
sgaan dengan sistem pemilu proporsional terbuka,
sehingga dapat memperkuat akuntabilitas wakil rakyat,
menumbuhkan kesadaran representasi yang lebih
substantif, serta mengembalikan prinsip kedaulatan

rakyat sesuai nilai keadilan Pancasila

E. Kerangka Teoritik
1. Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang signifikan
dalam negara hukum yang demokratis. Mengutip
pandangan Scheltema sebagaimana disampaikan
oleh Arief Sidharta, terdapat limaelemen utamayang
harus ada dalam sebuah negara hukum. Pertama,
adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan
terhadap Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada
penghormatan terhadap martabat manusia (human
dignity). Kedua, Penergpan asas kepastian hukum

dalam negara hukum bertujuan untuk memastikan
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terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat.
Ketiga, berlakunya persamaan, Keempat, asas
demokrasi, Kelima, Pemerintah dan pejabat memiliki
tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat untuk
mewujudkan kesgjahteraan sesuai dengan tujuan
negara yang bersangkutan.?

Secara umum, para ilmuwan politik
mengidentifikasi empat fungsi utama partai politik.
Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi
tersebut meliputi: 4

a) Sebagal saranakomunikas politik: Dalam

masyarakat modern yang besar dan
beragam, muncul berbagai pandangan
serta kepentingan yang berbeda-beda.
Pandangan atau aspirasi individu maupun

kelompok dapat menjadi tidak berarti

13 Bayu Dwi Anggono, ‘Telaah Peran Partai Politik Untuk
Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila’,
Jurnal Konstitusi, 16.4 (2020), him. 695.

14 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik (Jakarta: Gramedia,
1992), him. 405-409.
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apabila tidak dihimpun bersama dengan
aspirasi lain yang memiliki kesamaan.
Proses penyatuan berbagai kepentingan
tersebut dikenal sebagai penggabungan
kepentingan  (interest  aggregation).
Setelah itu, aspiras yang telah terkumpul
kemudian disusun dan dinyatakan secara
lebih sistematis dan terarah, yang disebut
sebagai perumusan kepentingan (interest
articulation);

sarana sosialisasi politik: Dalam kajian
ilmu politik, sosialisasi politik dipahami
sebagai proses pembentukan sikap dan
orientasi individu terhadap gejala serta
kehidupan politik yang berkembang dalam
masyarakatnya. Melalui  proses ini,
seseorang membangun pandangan dan
posis politiknya, termasuk dalam hal

nasionalisme, kesadaran kelas, identitas
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etnis, ideologi, maupun pemahaman
tentang hak dan kewajiban sebagai warga
negara. Di sisi lain, sosiaisasi politik juga
merupakan mekanisme pewarisan budaya
politik, yakni proses di mana nilai-nilai,
norma, dan pola perilaku politik
ditransmisikan dari satu generas ke
generasi  berikutnya. Oleh karena itu,
sosialisasi  politik memegang peranan
penting dalam  membentuk  dan
mempertahankan budaya politik (political
culture) suatu bangsa;

Sarana Rekrutmen Politik: Fungsi ini
berhubungan langsung dengan proses
kaderisasi dan penentuan kepemimpinan,
baik di lingkungan internal partai maupun
dalam lingkup kepemimpinan nasional.
Setigp partai memerlukan sumber daya

kader yang kompeten dan berkualitas,
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karena melalui kader yang kuat partai
memiliki peluang lebih besar untuk
berkembang dan bersaing. Ketersediaan
kader yang mumpuni juga memudahkan
partai dalam menentukan pimpinan
internal serta mengusung figur yang layak
tampil dalam kontestas kepemimpinan
nasiona. Di samping itu, partai politik
juga memiliki  kepentingan  untuk
memperluas basis keanggotaan. Oleh
sebab itu, berbagal upaya dilakukan untuk
menarik sebanyak mungkin anggota baru.
Pembentukan organisasi-organisasi sayap
(onderbouw) yang melibatkan kelompok
buruh, petani, pemuda, mahasiswa,
perempuan, dan unsur masyarakat lainnya
menjadi salah satu strategi  untuk
memperluas partisipasi politik. Melalui

proses rekrutmen politik  tersebut,
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kesinambungan dan keberlangsungan
partai dapat tetap terjaga;

Sarana Pengelolaan Konflik (conflict
Management): Kemungkinan terjadinya
konflik merupakan hal yang hampir selau
melekat dalam setiap masyarakat, terlebih
pada masyarakat yang majemuk, baik dari
segi  etnis, kondisi  sosial-ekonomi,
maupun keyakinan agama. Setiap bentuk
perbedaan tersebut mengandung peluang
munculnya gesekan. Dalam negara yang
menganut sistem demokrasi, persaingan
dan perbedaan pandangan dipandang
sebagai sesuatu yang wajar serta mendapat
ruang dalam kehidupan politik. Namun,
pada masyarakat yang sangat heterogen,
tingkat kerawanan konflik cenderung lebih
tinggi dan lebih mudah berkembang

menjadi pertentangan terbuka. Dalam
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konteks inilah partai politik memegang
peranan penting, baik untuk meredam
maupun  mengelola potenst  konflik
tersebut agar tidak berkembang secara
destruktif. Melalui peran para elite partai,
dapat  dibangun  komunikas  dan
kesepahaman antar kelompok, sekaligus
memberikan pemahaman kepada para
pendukungnya sehingga dampak negatif

dari perbedaan dapat diminimalkan.

2. Kedaulatan Rakyat

Berdasarkan teori  kedaulatan  rakyat,
legitimasi kekuasaan negara berlandaskan prinsip
kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai
sumber legitimasi dan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap
penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan
kehendak dan kepentingan rakyat. Rakyatlah pemilik

sah  kedaulatan, sedangkan segala bentuk
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kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah
maupun lembaga negara pada hakikatnya hanyalah
mandat yang bersumber dari rakyat.'®> Oleh karena
itu, negaratidak boleh dijalankan untuk kepentingan
penguasa, partai politik, atau kelompok elit tertentu,
melainkan harus berorientasi pada kepentingan serta
aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaul atan.
Secara historis, konsep ini  banyak
dipengaruhi oleh pemikiran Jean-Jacques Rousseau
yang menegaskan bahwa kedaulatan merupakan
kehendak umum (volonté générale) dari rakyat.®
Dalam konteks Indonesia, gagasan ini diperkuat
secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) UUD

yang menyatakan bahwa Dengan demikian, substansi

B Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam
Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan
Antara Individualisme Dan Kolektivisme, ed. by Ichtiar Baru Van Hoeve
(Jakarta, 1994), him. 23-25.

16 Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social Ou Principes Du
Droit Palitique (Paris: Marc Michel Rey, 1762), him. 62. (Dasar pemikiran
kedaulatan rakyat melalui konsep volonté générale atau kehendak umum).
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teori kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan

Indonesia dapat dilihat pada tiga hal pokok: rakyat

sebagai subjek utama yang menjadi asal-usul

kekuasaan negara, legitimasi kekuasaan negara yang

hanyasah bilabersumber dari rakyat, sertakewajiban

pemerintah dan lembaga negara untuk menjalankan

aspirasi rakyat.

Lebih jauh, teori kedaulatan rakyat dapat

dijabarkan dalam sejumlah prinsip utama, yaitu:*’

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Kedaulatan di tangan rakyat

Mandat rakyat bersifat mutlak
Partisipas rakyat

Akuntabilitas wakil rakyat

Keadilan dan kesetaraan politik
Demokrasi sebagai instrumen, dan
Penghormatan terhadap hukum dasar.*®

Berdasarkan kerangka teori ini, dapat

7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Press, 2009), him. 56-60.

18 Anita, ‘Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’,
Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1.January (2022), him. 36.



dipahami bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya
sekadar konsep normatif dalam konstitusi, melainkan
juga prinsip substantif yang menjadi dasar legitimasi
setiagp tindakan negara. Teori ini  sekaligus
memberikan pijakan normatif untuk menilai dan
mengkritisi praktik politik di Indonesia, khususnya
terkait dengan relasi antara rakyat, wakil rakyat, dan
parta politik.
Demokrasi

Esensi demokrasi terletak pada keterlibatan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang disertai dengan proses pengambilan keputusan
yang terbuka sebagai unsur fundamental dalam
penyelenggaraan  pemerintahan.  Konsep  ini
berkembang sebagal reaks terhadap praktik
pemerintahan yang bersifat absolut, seperti monarki
dan kediktatoran, yang pernah mendominasi
kehidupan politik pada masa Yunani kuno. Dalam

perkembangannya, demokrasi mengalami
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transformasi sesuai dengan perubahan kondisi sosial,
politik, dan ketatanegaraan. Pada masa Y unani kuno,
demokrasi  dipahami sebagai sistem  yang
memberikan kesempatan kepada warga negara untuk
terlibat secaralangsung dalam menentukan kebijakan
publik. Seiring perkembangan zaman, pengertian
demokrasi menjadi lebih luas. Abraham Lincoln
kemudian merumuskan demokrasi sebagal suatu
bentuk pemerintahan yang memperoleh legitimasi
dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat melalui
mekanisme yang sah, serta diarahkan untuk
mewuj udkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.*®

Demokras memberikan kedudukan utama
kepada rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan
negara yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif
dalam proses politik. Sistem tersebut memberikan

hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk

19 Sunarso, Membedah Demokrasi; Sgjarah Konsep Dan
Implementasi Di Indonesia (Y ogyakarta: UNY Press, 2015), him 10.
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mengemukakan aspirasi serta berpartisipasi dalam
proses penyelenggaraan  pemerintahan  dan
menggunakan hak pilihnya sebaga  bentuk
keterlibatan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Di
samping itu, Demokrasi tidak semata-mata dimaknai
sebagal suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan,
melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang
bertumpu pada penghormatan terhadap kebebasan,
persamaan, dan  penghormatan.  Kemudian
dilembagakan dalam berbagai institusi politik dan
hukum guna menjamin terciptanya proses
pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel,
serta didasarkan pada persetujuan mayoritas tanpa
mengabaikan  perlindungan terhadap  hak-hak
kelompok minoritas dalan  kerangka negara

hukum.?°

2 Ni’matul Huda, Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala
Daerah Calon Tunggal Di Indonesia (Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstituss Nomor
100/PUU-XI11/2015) (Indramayu Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023),
him. 21-22.
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Pada dasarnya, demokrasi tidak dapat
diwujudkan tanpa adanya supremasi hukum,
kebebasan berpendapat dan berpikir, kesetaraan hak
seluruh warga negara di hadapan hukum, serta
akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Supremasi
hukum menjadi pilar utama yang mendukung
terwujudnya proses demokratisasi yang efektif dan
berkeadilan. Menurut Frans Magnis Suseno, suatu
negara hanya dapat dikategorikan sebagai negara
demokratis apabila memenuhi sgumlah indikator
pokok, vyaitu tegaknya negara hukum, adanya
penyelenggaraan pemerintahan yang berada di
bawah kontrol publik, pelaksanaan pemilihan umum
yang bebas, penerapan prinsip mayoritas dalam
pengambilan  keputusan, serta  terjaminnya
perlindungan  terhadap  hak-hak  demokratis.
Demokrasi pada intinya adalah pemerintahan oleh
rakyat (people rule), di mana dalam sistem politik

yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak,



38

kesempatan, dan suara yang setara dalam
pengelolaan urusan publik. Demokras merupakan
konsep yang luas, sering kali kompleks dan terbuka
terhadap berbagal penafsiran, namun nilai utama
yang mendasarinya adalah konstitusionalisme baik
dalam konteks sistem, filsafat, maupun paradigma.?
4. Hak Recall

Hak recall adalah memberhentikan anggota
legidlatif sebelum masa jabatannya berakhir. Recall
muncul sebagai konsekuensi dari prinsip mandat
rakyat, yaitu bahwawakil rakyat hanya menjalankan
kepercayaan rakyat, sehingga apabila menyimpang
dari aspirasi rakyat, mandat tersebut dapat dicabut.
Dalam praktiknya, recall dapat dilakukan oleh rakyat
secara langsung (constituent recall) maupun oleh
partai politik sebagai pengusung (party recall). Di

Indonesia, recall diatur dalam UU MD3, di mana

21 Susilo Bambang Y udhoyono, Menuju Perubahan Menegakkan
Civil Society, Cetakan ke 1, (Jakarta: Relawan Bangsa, 2004), him.129
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kewenangan utama berada di partai politik. Hal ini
sering diperdebatkan karena dianggap menggeser
esensi representasi rakyat menjadi representasi partai
politik.

Secara substantif, Teori Hak Recdl
menegaskan bahwa wakil rakyat bukanlah pemilik
kedaulatan, melainkan hanya penerima mandat dari
rakyat. Oleh sebab itu, Hak recall memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk menarik kembali
mandat yang sebelumnya telah diberikan kepada
wakilnya apabila wakil rakyat menyalahgunakan
kewenangan atau tidak lagi mewakili aspirasi
konstituennya. M ekanisme ini sejalan dengan prinsip
kedaulatan rakyat, hanya sah dijalankan selama
mendapat legitimasi dari rakyat.?? Substansi recall
juga mencerminkan fungsi kontrol politik terhadap

wakil rakyat. Dengan adanya hak recall, wakil rakyat

22 Jimly Asshiddigie, Pengantar IImu Hukum Tata Negara,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him. 281-284.
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dituntut untuk selalu akuntabel dan konsisten
memperjuangkan kepentingan publik, bukan hanya
tunduk pada kepentingan partai politik atau
kelompok €lit.?? Dalam ha ini, recall menjadi
instrumen yang menjaga keseimbangan antara
kewenangan legidatif dan kewajiban mora wakil
rakyat terhadap masyarakat pemilih.

Lebih jauh, recall berfungsi untuk menjaga
kemurnian representasi. Esensi perwakilan dalam
sistem demokras adalah menyalurkan aspiras
rakyat, sehingga recall memastikan agar anggota
legislatif tetap berfungsi sebaga penyambung suara
rakyat, bukan semata-mata menjadi perpanjangan
tangan partai.?* Selain itu, recall dapat dipahami
sebagai bentuk koreks demokratis. Demokrasi tidak
berhenti pada momen pemilu lima tahunan,

melainkan harus menyediakan mekanisme evaluasi

24 Bagir Manan, DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru
(Yogyakarta: FH Ul1 Press, 2003), him. 77.
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di tengah masajabatan. Recall memungkinkan rakyat
untuk  melakukan  koreks  apabila  terjadi
penyimpangan, sehingga sistem perwakilan tetap
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
substantif.?®

Terakhir, substans recall menekankan
adanya tanggung jawab ganda bagi wakil rakyat. Di
satu sisi, mereka memang berangkat melalui partai
politik sebagai kendaraan politik. Namun di sisi lain,
tanggung jawab utama tetaplah kepada rakyat
sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, recall
berfungs sebagai pengingat bahwa mandat rakyat
bersifat mutlak dan tidak dapat dipindahtangankan
sepenuhnya kepada partai politik.?® Dari uraian
tersebut, dapat ditegaskan bahwa Teori Hak Recall
secara substantif menguatkan posisi rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi, serta menjaga agar

% Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Edisi Revi
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), him. 411.
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demokrasi tetap berjalan sesua dengan prinsip
akuntabilitas, partisipasi, dan representas yang
autentik.
M ekanisme Recall

Serdult and Welp, Recall can be defined as a
mechanism of direct democracy (MDD), a set of
procedures allowing citizens to make political
decisions directly through a vote beyond regular
elections. The vote can be prescribed by a
constitution or a law and, thus, be mandatory; it can
be triggered without the collection of signatures by
the authorities in power, be it a parliament, a
government, or often a president (known as ‘top
down’); or it can depend on a collection of signatures
(known as ‘bottom up’).?’ Maksud Yanin Welp,
recall dapat dipahami sebagai salah satu bentuk

mekanisme demokrasi langsung, yaitu seperangkat

27 Yanina Welp, “Recall Referendum around the World : Origins ,
Institutional Designs and Current Debates 1,” Direct Democracy, (2018),

him. , 1.
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prosedur yang memungkinkan warga negara terlibat
secara langsung dalam pengambilan keputusan
politik melalui proses pemungutan suara di luar
pemilihan umum yang bersifat rutin. Mekanisme
pemungutan suara tersebut dapat diatur dalam
konstitus maupun peraturan perundang-undangan
sehingga penergpannya  bersifat  mengikat.
Pelaksanaannya dapat diprakarsai oleh otoritas
negara seperti parlemen, pemerintah, atau presiden
tanpa memerlukan pengumpulan tanda tangan
terlebih dahulu, yang dikenal sebagai mekanisme
top-down. Di sisi lain, proses ini juga dapat diawali
oleh inisiatif masyarakat melalui pengumpulan
sgjumlah tanda tangan tertentu, yang dikenal sebagai
mekanisme bottom-up.

As mentioned above, recall can be direct,
when activated by signature collection, or indirect,
when activated to ratify a removal already decided

by the council or parliamanet. In manycases the



regulation comes from the national Constitution (e.g.
Poland, Japan or Peru areexamples of this) whilein
federal countries the subnational units decide on the
introduction of the mechanism (Switzerland, US
Germany or Argentina are prominent examples of
this).?? Maksud Yanin Welp adalah mekanisme
recall atau penarikan kembali jabatan dapat
berlangsung secaralangsung maupun tidak langsung.
Mekanisme langsung terjadi apabila proses tersebut
dipicu oleh inisatif masyarakat melalui
pengumpulan sgumlah tanda tangan. Sementara itu,
mekanisme tidak langsung dilakukan untuk
mengesahkan keputusan pemberhentian pejabat yang
sebelumnya telah ditetapkan oleh lembaga
perwakilan, seperti dewan atau parlemen. Dalam
banyak negara, pengaturan mengenai mekanisme
tersebut tercantum dalam konstitusi nasional,

sebagaimana terlihat di Polandia, Jepang, dan Peru.

2 |bid, him. 3.
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Adapun di negara yang menganut sistem federal,
kewenangan untuk menerapkan mekanisme tersebut
sering kali berada pada tingkat pemerintahan
subnasional, seperti yang dapat dijumpai di Swiss,
Amerika Serikat, Jerman, maupun Argentina.
Model-model  recall anggota dewan
perwakilan rakyat Paling tidak terdapat dua dasar
argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama,
setigp pelanggaran terhadap hukum pada dasarnya
juga mengandung dimensi etik, meskipun tidak
seluruh pelanggaran etik otomatis termasuk kategori
pelanggaran hukum. Dengan demikian, apabila telah
terjadi pelanggaran hukum, secara inheren terdapat
pelanggaran terhadap standar etika jabatan, sehingga
penanganannya menjadi kewenangan lembaga etik
internal DPR, yakni Mahkamah Kehormatan. Kedua,
pengaturan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai
perlindungan formal bagi anggota DPR agar tidak

segera diberhentikan meskipun telah ada putusan
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berkekuatan hukum tetap.?® Dalam konteks
demikian, keberadaan usulan dari pimpinan partai
politik sebenarnya tidak lagi relevan, karena
persoalan tersebut telah masuk dalam ranah dan
otoritas Mahkamah Kehormatan DPR untuk
menindaklanjutinya.
6. Siyasah Dustiriyyah
Abdul Wahab Khallaf memandang siyasah
dustiuriyyah sebagal bidang yang mengkaji aturan-
aturan  konstitusional  mengenai  organisas
pemerintahan,  termasuk  penetapan  bentuk
pemerintahan dan pembatasan kewenangan para
pemegang kekuasaan negara, siyasah dustiriyyah
juga mengatur hak dan kewenangan yang dimiliki
oleh individu maupun lembaga negara. Adapun
prinsip-prinsip yang diterapkan Islam dalam

perumusan tata perundang- Salah satu asas

2 Mahfud MD sebagaimana dikutip dalam Huda, Penataan
Demokrasi dan Pemilu ...,him. 185.
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fundamental dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan adalah bahwa setiap undang-
undang harus memiliki kesesuaian dengan konstitusi
sebagai norma hukum tertinggi serta mampu
menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak setigp anggota masyarakat. Di samping itu,
prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu
memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Persamaan tersebut berlaku bagi seluruh anggota
masyarakat, tanpa memandang status sosial, tingkat
pendidikan, maupun latar belakang agama, sehingga
setiap warga negaramemperoleh hak, kewajiban, dan
perlindungan hukum yang sama.*® Selain menjamin
persamaan di hadapan hukum, garan Islam juga
mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap

warga negara. Perlindungan tersebut meliputi hak

30 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik
Islam, him. 177-178.
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atas keamanan jiwa, kehormatan, dan kepemilikan
harta, serta hak-hak yang berkaitan dengan
kesgahteraan ekonomi dan kehidupan sosial.
Jaminan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam
dan  hukum negara samasama bertujuan
mewujudkan kemaslahatan serta memberikan
perlindungan terhadap hak-hak setiap individu tanpa
adanya perlakuan yang diskriminatif.3!

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan
pemerintahan tidak diatur secara rinci mengenai
bentuk maupun mekanisme pembagian kekuasaan
negara, baik melalui sistem pemisahan kekuasaan
(separation of powers), pembagian kewenangan
(distribution of powers), maupun penyatuan
kekuasaan (integration of powers). Ajaran Islam
lebih menitikberatkan pada nilai-nilai dasar yang

harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan

31 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam
Perspektif Al-Quran,” Petita Jurnal Kajian Syaria dan Hukum, Vol. 2:2
(2017), him.82.
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pemerintahan. Nilai-nila tersebut meliputi amanah,
ketaatan terhadap ketentuan yang benar, keadilan,
musyawarah, serta persamaan di hadapan hukum.
Kelima prinsip tersebut merupakan fondas etis
dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan
hubungan yang harmonis antara agama dan negara.
Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, agama dan
negara tidak diposisikan sebagal dua entitas yang
saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang
saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan

yang berorientas pada kemaslahatan dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian
tahapan atau prosedur sistematis yang digunakan dalam
kegiatan pengumpul an dan pengol ahan data. Pelaksanaan
metode tersebut mencakup proses analisis yang
berlandaskan pada teori maupun pengujian terhadap
hipotesis guna memperoleh temuan penelitian serta

merumuskan rekomendas yang dapat memberikan
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pemahaman lebih mendalam terhadap objek yang dikaji.
Penentuan metodologi penelitian disesuaikan dengan
rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak

dicapai, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research) sebagai teknik
pengumpulan data dalam penelitian hukum
normatif. Data penelitian dihimpun melalui studi
dokumentas terhadap berbagai sumber bahan
hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Sumber-sumber  tersebut  meliputi  peraturan
perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal,
hasil penelitian terdahulu, serta pandangan paraahli

yang memiliki relevansi dengan permasal ahan yang
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menjadi objek penelitian.?

2. Sifat Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan secara komprehensif  fakta,
konsep, dan data yang berkaitan dengan objek
penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis
secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh
pemahaman yang utuh serta memberikan jawaban
terhadap isu hukum yang menjadi fokus
penelitian.®

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan
yuridis normatif melalui pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yaitu metode yang

menitikberatkan analisis pada berbagai ketentuan

%2 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him.
31.

33 Sugiono, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ed. oleh
Alfabeta Bandung (Bandung, 2020), him. 29.
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan
untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, dan
penerapan norma hukum dalam menjawab isu
hukum yang diteliti.3* Fokus pada pendlitian ini
adalah bagaimana reformulas pengaturan hak
recal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data
hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, yang masing-masing memiliki
fungsi dalam mendukung analisis penelitian
a  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber

hukum yang bersifat mengikat dan menjadi

dasar utama dalam penelitian ini. Bahan

3 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek
(Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), him 87.
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tersebut berupa berbagai peraturan perundang-
undangan yang memiliki keterkaitan langsung
dengan objek dan isu hukum yang diteliti, di

antaranya sebagal berikut:

1) Undang-Undang Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD;
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Partai Politik;
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder bersumber dari
literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah,
hasil penelitian terdahulu, dan berbagai
referensi kepustakaan lainnya yang berkaitan

dengan objek penelitian serta digunakan



sebagai bahan pendukung dalam melakukan
analisis hukum.

5.  Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian normatif dilakukan melalui penelaahan
kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum.
Bahan hukum yang digunakan berasal dari buku,
artikel ilmiah, jurnal, dan referenss akademik
lainnyayang relevan sebagai dasar analisisterhadap
objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data penditian dianaliss menggunakan
teknik analisis kualitatif melalui metode content
analysis, dengan cara menguraikan dan
menafsirkan seluruh data secara komprehensif
berdasarkan teori yang menjadi landasan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Suatu penulisan agar memenuhi syarat menjadi

suatu karya ilmiah diperlukan mengenai susunan
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sistematika yang secara teratur dan terperinci, sehingga
dapat menjadi tujuan yang menjabarkan dengan jelas.
Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah

sebagal berikut :

Bab | memuat dasar pijakan penelitian: latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kerangka teori dan konsep, metode pendlitian, serta

gambaran umum alur penulisan.

Bab 1l menygikan landasan konseptual yang
diperlukan untuk memahami isu recall, mulai dari urgensi
hak recall DPR, perspektif Siyasah Dusttriyyah, konsep
kedaulatan rakyat, hingga teori demokrasi sebagai basis
andisis.

Bab Il menguraikan problematika hak recall
anggota DPR di Indonesia secara normatif serta menilai
bagaimana mekanisme yang berlaku saat ini berpengaruh
terhadap prinsip kedaulatan rakyat, dan analisis melalui

teori demokrasi.
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Bab IV berfokus pada perumusan model recall
yang ideal. Bab ini menawarkan solusi ideal untuk
formula recall berdasarkan  perspektif  Siyasah
Dustiiriyyah, melalui analisis prinsip kedaulatan rakyat
(termasuk gagasan constituent recall) serta argumentasi
komparatif teori demokrasi dan sistem pemilu
proporsional terbuka.

Bab V menutup penelitian dengan menyajikan
kesimpulan utama dan memberikan saran yang dapat
diterapkan bailk dalam konteks akademik maupun

pembaruan regulasi.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis secara komprehensif terhadap
data penelitian, diperoleh sgjumlah simpulan yang mencerminkan

jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1 Keberadaan hak recall anggota DPR dalam perspektif
kedaulatan rakyat masih menempatkan partai politik
sebagal pihak yang memiliki kewenangan dominan
sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU MD3. Kondis
tersebut menunjukkan bahwa keberadaan recall yang
berlaku cenderung lebih mencerminkan party recall
dibandingkan constituent recall, karena rakyat sebagai
pemberi mandat belum memiliki ruang yang memadai
dalam proses pemberhentian anggota DPR. Ditinjau dari
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mekanisme tersebut belum

sepenuhnya mencerminkan kedudukan rakyat sebagai

140
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pemegang kedaulatan, bahkan berpotenss menggeser
pertanggungjawaban anggota DPR dari konstituen kepada
partai politik serta memengaruhi independensi dan fungsi
representasi anggota DPR. Oleh karenaitu, keberadaan hak
recall tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan
terhadap anggota DPR.

Formula hak recall dalam perspektif siyasah dustiriyyah,
dapat disimpulkan bahwa formula hak recall seharusnya
tidak diarahkan pada penghapusan kewenangan partai
politik ataupun pemberian kewenangan tanpa batas kepada
rakyat, melainkan pada pembagian kewenangan yang
mampu mencegah dominasi salah satu pihak. Partai politik
memiliki  kepentingan dan fungs yang sah untuk
mengawasi  kadernya sehingga tetap dapat diberikan
kewenangan untuk memicu proses recall. Akan tetapi,
karena mandat anggota DPR merupakan mandat publik
yang diperoleh melalui pemilihan umum, keputusan akhir
mengenai  pencabutan mandat seharusnya dikembalikan

kepada rakyat melalui mekanisme pemungutan suara.
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Dengan formula tersebut, partai politik menginisias,
mekanisme hukum menguji, dan rakyat menentukan.
Formula ini lebih mampu menjaga keseimbangan antara
kemaslahatan berupa kontrol dan akuntabilitas politik
dengan pencegahan mafsadah berupa penyalahgunaan
kekuasaan, dominasi elite, dan pengabaian terhadap

kedaulatan rakyat.

B. Saran
Setelah mengkritisi dan menganalisis tentang pengaturan

recall di Indonesa, maka peneliti memberikan rekomendasi, yaitu:

1 Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu
melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap
ketentuan mengena hak recall anggota DPR yang saat ini
diatur dalam Pasal 239 UU MD3.

2. Kepada penditi  selanjutnya diharapkan  dapat
mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai
model pengaturan hak recall yang idead melalui
pendekatan perbandingan hukum di negara-negara

demokrasi.
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